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ABSTRAK

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK  TINDAK PIDANA PEMERASAN SEBAGAI AKSI PREMANISME  BERDASARKAN  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 915/PID.B/2014/PN.BDG)

Nama/NPM : Risris Riyatna /  1610002                                
Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk. Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya tindak pidana pemerasan sebagai aksi premanisme di kalangan masyarakat. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuh suburkan preman dalam bentuk tindak pidana pemerasan. Secara sosiologis, munculnya preman yang melakukan pemerasan dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan sebagai  praktik  peremanisme ? dan (2) Bagaimana upaya penegak hukum  memberantas praktik  premanisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan sebagai  aksi peremanisme  dan upaya penegak hukum  memberantas praktik  premanisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Para pelaku premanisme kini tak jarang mengembangkan aksi dalam pola yang lebih terorganisiri, mereka ikut dalam kegiatan dan kepentingan politik praktis sehingga posisi tawar (bargaining position) mereka menjadi lebih kuat. Bahkan, terkadang mereka juga cukup dekat dengan pusat-pusat kekuasaan tertentu.
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